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ABSTRACT 

We can encounter cases of corruption anywhere and at any time, 

humans commit acts of corruption to fulfill their own benefits and 

will never be satisfied with what they have achieved. Corruption 

often occurs in various places, namely in the business and non-

business sectors, both private and state, which have enormous 

potential for committing criminal acts of corruption because they 

deal with money and cooperation between people. The current 

situation is that many business and non-business actors experience 

distortions in their performance, which ultimately leads to a 

decrease in work ethic and losses for an installation. Prevention that 

can be taken by both business and non-business institutions is 

carrying out audits or checking financial reports to ensure that the 

information presented is in accordance with the report written.  

Through an audit of financial reports, financial records can be 

checked. If there is any manipulation, it is the audit's job to reveal 

it. However, ultimately the effectiveness of audits in minimizing 

corruption depends on the integrity of the auditor, the independence 

of the audit process, and the follow-up to audit findings. If audit 

findings are not followed up or left as they are, their impact on 

preventing corruption can be reduced. 
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ABSTRAK 

Kasus korupsi bisa kita temui di mana saja dan kapan saja, 

manusia melakukan tindak korupsi untuk memenuhi 

keuntungan dirinya sendiri dan tidak akan pernah puas 

dengan apa yang telah dicapai. Korupsi banyak terjadi di 

berbagai tempat yakni di bidang bisnis maupun non bisnis 

baik swasta maupun negri, yang memiliki potensi sangat 

besar untuk melakukan tindak pidana korupsi karena 

berurusan dengan uang dan kerjasama antar sesama. Situasi 

yang terjadi saat ini, banyak para pelaku bisnis  dan non 

bisnis mengalami distorsi dalam kinerja mereka, yang pada 

akhirnya menimbulkan turunnya etos kerja dan kerugian 
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bagi sebuah instalasi. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh 

lembaga baik bisnis maupun non bisnis yakni melakukan 

tindak Audit atau pemeriksaan laporan keuangan untuk 

memastikan informasi yang disajikan sesuai dengan laporan 

yang ditulis.  Melalui audit laporan keuangan bisa diperiksa 

catatan keuangannya, jikalau ada manipulasi pun maka 

tugas auditlah yang mengungkap. Namun pada akhirnya 

efektivitas audit dalam meminimalkan korupsi memiliki 

ketergantungan pada integritas si auditor, independensi 

proses audit, dan tindak lanjut atas temuan audit. Apabila 

temuan audit tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan begitu saja 

maka dampaknya terhadap pencegahan korupsi bisa 

berkurang. 

Kata Kunci: Korupsi; Audit; Lembaga; Kecurangan 
 
I. PENDAHULUAN 

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio.  Dalam bahasa Inggris adalah 

corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda 

disebut dengan coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa 

Indonesia.1 Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya 

untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).2  Tindak Korupsi adalah perbuatan yang sangat 

buruk dan merugikan banyak pihak baik instalasi, perseorangan maupun kesepakatan antara 2 

orang atau lebih. Memiliki banyak sekali tindakan di dalamnya seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok, memalsukan laporan keuangan, mengambil hak milik orang lain, 

mengutamakan keluarga terlebih dahulu dalam sebuah jabatan di instalasi serta memanipulasi 

lingkungan sekitarnya. 

Permasalahan etika ada di mana-mana dan di setiap instalasi. Suatu instalasi tentu memiliki 

seperangkat etikanya sendiri, yang digunakan untuk mengatur kehidupan di dalam instalasi 

tersebut. Namun, mempraktikkan etika bukanlah tugas yang mudah. Karena kita perlu melihat 

secara kritis prinsip-prinsip dasar kita, menganalisisnya dengan jelas, dan mencoba 

memperbaikinya dengan cara memperbaikinya. Etika menjadi akar dalam perilaku serta 

kehidupan pribadi maupun sekelompok orang di dalam suatu instalasi, melembaga dalam 

peraturan menjadi budaya organisasi yang diyakini oleh seluruh karyawan instalasi, dan secara 

sistematis mengatur hubungan timbal balik antara orang-orang dalam instalasi tersebut dengan 

orang lain suatu kebutuhan. Budaya organisasi ini memastikan korupsi dan tindakan asusila 

lainnya dapat dicegah secara sistematis dan terukur. 

Dalam prosesnya, prinsip-prinsip etika harus dipatuhi dan diadopsi oleh setiap anggota. 

Etika juga berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan standar yang terpadu, sehingga 

menghindari kesenjangan dalam moralitas. Secara sederhana, etika dapat didefinisikan sebagai 

                                           
1 Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, hlm. 7. 

 
2 WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524. 
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metode pelaksanaan kegiatan operasional yang mencakup semua aspek, baik individu maupun 

masyarakat. Semua aspek tersebut terkait dengan perjalanan kegiatan, yang dijalankan dalam 

kerangka keadilan berdasarkan norma dan hukum, tanpa ketergantungan pada kedudukan 

individu atau kelompok dalam masyarakat. 

Faktor risiko kecurangan dalam standar kecurangan seperti SAS 99, ISA 240, TSAS 43, dan 

Pernyataan Standar Akuntansi No. 70 didasarkan pada teori segitiga kecurangan yang 

diperkenalkan oleh D. R. Cressey pada tahun 1953. Menurut Cressey, dalam setiap kegiatan 

kecurangan selalu ada tiga kondisi utama yang hadir: tekanan atau motif, kesempatan, dan 

rasionalisasi. Dalam penelitian Lou dan Wang (2009), ketiga kondisi ini dianggap sebagai elemen 

kunci yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Standar-standar tersebut digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengelola risiko kecurangan dengan memahami bagaimana tekanan, 

kesempatan, dan rasionalisasi berperan dalam kegiatan kecurangan.3 Tekanan/motivasi adalah 

motif yang mendorong orang berbuat curang karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan 

dalam urusan keuangan, perilaku berjudi, upaya untuk mengalahkan sistem, ketidakpuasan 

kerja, dan lain-lain. Tekanan/motivasi ini sebenarnya hadir dalam dua bentuk: nyata (langsung) 

dan dirasakan (tidak langsung). Format merupakan tekanan nyata yang ditimbulkan oleh situasi 

kehidupan nyata pelaku yang mendorong terjadinya kecurangan. 

Dalam karya Utari (2011) yang dikutip oleh Siregar (2017), disebutkan bahwal perilaku 

korupsil dapat muncull dari faktorl internal danl leksternal. Faktorl internal meliputil lemahnya 

aspekl lmoral, sepertil kurangnya lkeimanan, lkejujuran, danl rasa lmalu, sertal pola hidupl 

konsumtif danl pengaruh lkeluarga. Sedangkanl faktor eksternall mencakup aspekl lekonomi, 

sepertil pendapatan yangl tidak lmencukupi, aspekl politik seperti ketidakstabilan dan 

kepentingan politik, serta aspek manajemen dan organisasi yang buruk karena kurangnya 

transparansi. Faktor eksternal lainnya termasuk lemahnya penegakan hukum dan lingkungan 

sosial yang kurang mendukung tindakan antikorupsi. Dil lIndonesia, istilahl fraud umumnyal 

dikenal sebagail lkorupsi, sesuai dengan revisilUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999lyang 

digantildengan lUndang-UndanglNomor 20l Tahun 2001 tentang Tindakl Pidana Korupsi.  

Dalaml undang-undangl ltersebut, fraudl diidentifikasi sebagailkorupsi.4 

Di hadapan tantangan fraud, perusahaan atau institusi wajib membangun sistem 

pengendalian internal yang kuat. Pengawasan melalui audit di perusahaan sangat penting untuk 

membantul pemerintah ataul institusi meminimalisirl llkelemahan, lkesalahan, danl risiko 

lkecurangan. Jikal sistem investigasil laudit llemah, inil dapat mengindikasikanl operasi 

perusahaanl yang tidakl efisien danl membuka peluangl terjadinya lfraud. Masalahl fraud masihl 

terjadi hinggal lkini, tanpal adanya institusil atau lembaga yang sepenuhnya kebal terhadapnya. 

Penipu dapat ditemukan di semua tingkatan angkatan kerja, baik di posisi atas maupun bawah. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan data 

pribadi dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko penipuan. Untuk 

memperkuat sistem pengendalian internal, perusahaan harus mengimplementasikan teknologi 

                                           
3 Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. 2017. Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia. Buletin Ekonomi 

Feuki Issn-14103842 Vol, 21, 50-58. 
4 Lwulandari, La., Lputri, Lm. Le., & Lmarlina, Ly. L2021. Pengaruhl Audit Investigasil Terhadap Pengungkapanl Fraud Dil Ilndonesia. 

Jurnall Akuntansi Lummi, L1l (2), L66-82. 



CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 7 No 2 Tahun 2024 

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461 
 

ISSN 3031-0369 

   

 

 

4 

 

terbaru dan pelatihan berkelanjutan bagi staf mereka. Selain itu, transparansi operasional dan 

penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mencegah 

tindakan kecurangan. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapatl menciptakan lingkungaln 

yang lebihlaman danlterpercaya, sertal mengurangi peluang terjadinya kecurangan di semua 

tingkatan organisasi. 

Karenal tidak adal perusahaan atalu instansi yangl sepenuhnya kebal terhadaplfraud, 

makal setiap organisasi diwajibkan membangun sistem pengendalian internal yang kuat. Audit 

memainkan peran penting dalam membantu perusahaan atau lembaga mengidentifikasi dan 

meminimalisir kelemahan, kesalahan, dan risiko kecurangan. Audit merupakan kegiatan yang 

melibatkan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti kuantitatif terkait entitas tertentu untukl 

menentukan ataul melaporkan sejauhl mana kesesuaianl dengan kriterial yang telahl 

lditetapkan. Prosesl ini dilakukanl oleh individul atau institusil yang kompetenl dan 

lindependen. Untuk memperkuat sistem pengendalian internal, organisasi harus 

mengimplementasikan teknologi terbaru serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf 

mereka. Transparansi operasional dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk 

membangun kepercayaan publik dan mencegah tindakan kecurangan. Selain itu, perusahaan 

perlu mengembangkan budaya kerja yang mengutamakan integritas dan akuntabilitas, 

sehinggal dapat menciptakanl lingkungan yangl lebih amanl danl lmengurangi peluang 

terjadinya fraud. Dengan demikian, upaya kolektif dalam menjaga integritas sistem operasional 

dapat lebih efektif dan berkelanjutan.5  

Sisteml investigasi auditl yang lemahl ldapat menyebabkanl operasi perusahaanl menjadi 

tidakl efisien danl membuka peluangl terjadinya lfraud. Audit, ataulpemeriksaan, dalamlarti   

luasl adalah evaluasil yang menyelurulh terhadap suatul lorganisasi, lsistem, proses, ataul 

produk. Evaluasil ini dilakukanl oleh auditorl lyang lkompeten, lobjektif, danl tidak lmemihak. 

Tujuanl utama daril audit adalahl untuk memverifikasil bahwa subjekl audit telahl ldiselesaikan 

ataul berjalan sesuail dengan lstandar, lregulasi, danl praktik yangl telah disetujuil dan lditerima. 

Dalaml konteks ini, audit berfungsi untuk memastikan bahwa segala aktivitas dan operasi 

perusahaan dilakukan dengan efisiensi tinggi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. 

Auditor tidak hanya bertugas menemukan dan melaporkan kelemahan dan ketidakpatuhan, 

tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian 

internal. Dengan demikian, audit membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan 

memperbaiki potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah serius. 

Investigasi audit biasanya dilakukan di area operasional untuk mendokumentasikan 

potensi fraud dalam suatu transaksi keuangan. Tujuan dari survei ini adalah untuk 

mengkonfirmasi ada tidaknya fraud, memahami besaran selisih, mengidentifikasi kelemahan, 

dan mengusulkan perbaikan   untuk mencegah terulangnya fraud. Ada beberapa langkah yang 

perlu dipahami saat melakukan survei investigasi, salah satunya adalahuntuk menentukan 

apakah penipuan benar-benar terjadi atau mungkin (berpotensi) terjadi. Proses ini menuntut 

audit untuk dapat benar-benar memahami rangkaian peristiwa dan memahami nilai-nilai 

keadilan yang seharusnya diwujudkan dalamperaturan yang berlaku. Jika suatu insiden telah 

                                           
5 Iwaln Lkoerniawan, Ls.E., Lm.Th., Lm.Si. Auditingl Konsep Danl Teori Pemeriksaanl Lakuntansi, Yayasanl Prima Agusl 

Lteknik, Lredaksi: Jlnl Lmajapahit No 605l Semarang L2021, Hlml 8l 
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terjadi atau  berisiko  terjadi, langkah-langkah  berikut  dapat  membantu  audit  untuk  

menentukan  apakah lingkungan menyebabkan kerugian atau ketidakadilan terhadap 

instalasi. Jika terbukti terjadi kerugian atau  fraud,  maka  pihak-pihak  yang  bertanggung  

jawab  atas  peran  atau  kontribusi  tersebut  harus diidentifikasi.  Langkah selanjutnya 

mungkin  adalah menentukan  aturan  apa yang    dilanggarnya  dan apakah adakaitannya 

dengan insiden tersebut. 
 
II. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkanl latar belakangl yang telahl di jabarkanl diatas makal rumusan masalahl yang 

dapatl saya angkat dalam artikel ini adalah: Apakahl urgensi dalaml suatu lembagal untuk 

diperiksal aliran keuangannylalewat lauditor? 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metodel Penelitian yangl digunakan yaknil metode penelitianl Kualitatif yangl bertujuan 

untukl memahami proses, persepsi, dan dinamika yang terkait dengan praktik audit dalam 

berbagai konteks permasalahan yang terjadi. Peneliti mengeksplorasi praktik audit secara 

mendalam pada satu atau beberapa entitas (perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintah). 

Wawancara mendalam dengan auditor, auditee, manajer, atau orang di bidang keuangan dengan 

kepentingan yakni membantu menggali persepsi dan pandangan terkait proses audit. 

Wawancara dapat memberikan wawasan tentang pengalaman praktis, kendala, dan keefektifan 

audit dari sudut pandang berbagai pihak. Metode ini cocok untuk mempelajari budaya audit 

dalam suatu instalasi. Peneliti dapat mengamati dan mencatat bagaimana budaya instalasi 

mempengaruhi proses audit, termasuk etika, kebiasaan, dan nilai yang mendasari praktik audit. 

Sehingga praktek fraud bisa diatasi dan ditindaklanjuti. 
 
IV. HASIL & PEMBAHASAN 

A. Apakah penting dalam suatu lembaga untuk diperiksa aliran keuangannya lewat auditor? 

  Laporanl keuangan merupakanl elemen yangl sangat pentingl dan wajibl bagil lberbagai 

sektor, termasuk bisnis, organisasi, sektor publik, keuangan dan perbankan, pasar modal, 

pendidikan, serta perpajakan. Kesehatan dan kelancaran operasional suatu usaha dapat dilihat 

dari laporan keuangannya. Namun, masih banyak yang mengabaikan pentingnya laporan 

keuangan dan tidak menyadari manfaat serta fungsi penting yang dimiliki oleh laporan tersebut. 

Hal ini termasuk pengabaian terhadap standar laporan keuangan yang seharusnya diterapkan 

secara konsisten.6 Jikalau hal ini dibiarkan   maka   instalasi yang telah berdiri dan dirintis itu 

akan berantakan lantaran tak memiliki tanpa panduan yang jelas, para investor tidak dapat 

menilai kinerja sebuah instalasi. Laporan keuangan perusahaan pada dasarnya disusun oleh 

setiap perusahaan. Di perusahaan yang telah menerapkan pengendalian internal, laporanl 

keuangan akanl diaudit oleh kantor akuntanl lpublik, meskipun perusahaan tersebut bukan 

perusahaan publik. Kesadaran akan pentingnya audit ini menunjukkan bahwa perusahaan 

peduli terhadap kualitas laporanl keuangan yangl disajikan kepadal pemangku lkepentingan. 

                                           
6 lSari, lP. A., &l lHidayat, lI. l2022. Analisisl Laporan lKeuangan. 
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Laporanl keuangan yangl sudah diauditl oleh kantorl akuntan publikl lebih dapatl ldipercaya. 

Bagi perusahaan publik, seperti yang disebutkan sebelumnya, laporan keuangan akhir tahun 

adalah yang wajib diaudit. 

Menurutl Munawirl (l2007:2), laporan keuangan adalahl hasil darilproses akuntansil yang 

berfungsil sebagai alatl komunikasi antaral data keuanganl dan aktivitasl perusahaan denganl 

pihak-pihakl yang lberkepentingan. IAIl(l2009:27) menambahkanl bahwa laporanl keuangan 

merupakanl bagian integrall dari prosesl pelaporan lkeuangan, yanlg biasanya mencakupl 

nleraca, laporanl laba lrugi, laporanl posisi keuanganl (sepertil llaporan arusl kas ataul arus 

ldana), sertal catatan-catatanl yang lmenyertainya. 

Kasmir (2012) menegaskan bahwa dalaml lpraktiknya, laporanl keuangan olelh perusahaan 

tidakl dibuat secaral lasal-asalan, tetapil harus disusunl sesuai denganl aturan ataul standar 

yangl lberlaku, agarl lmudah dibacal dan ldipahami. Fahmil ll (l2012:21) menyatakanl bahwa 

laporanl keuangan merupakanl informasi yangl menggambarkan kondisil keuangan suatul 

perusahaan danl dapat digunakanl sebagai indikatollr kinerja keuanganl perusahaan ltersebut. 

Secaral lkeseluruhan, laporanl keuangan memainkanl peran pentingl dalam memberikanl 

gambaran menyeluruhl tentang kondisil keuangan lperusahaan, memungkinkan berbagai pihak 

untuk melakukan analisis yang mendalam danl pengambilan keputusanl yang ltepat. Kualitasl 

laporan keuanganl yang baikl tergantung padal ketepatan penyusunanl sesuai denganl standar 

akuntansil yang lberlaku, yang memastikan keandalan danl relevansi informasi bagi para 

pemangku kepentingan. 

Laporan keuangan tentu wajib dan harus diperiksa aliran keuangannya. Auditor lah yang 

memeriksa laporan keuangan tersebut. Penting karena harus transparasi, artinya si audit mampu 

memastikan bahwa laporan tersebut akurat atau tidak. Maka dari itu berikut adalah penjelasan 

bagaimana seharusnya laporan keuangan itu di dalam suatu instalasi: 

1. Transparansi keuangan mengacu pada penyampaian informasi keuangan kepada 

masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas suatu instalasi 

terhadap pemerintah, kepatuhan instalasi terhadap peraturan dan perundang-undangan 

yangl lberlaku, danl efektivitas pengawasanl publik terhadapl pembangunan danl 

lpelayanan. Transparansil keuanganl adalah praktik yang memastikan informasi 

keuangan suatu instalasi, seperti perusahaan, pemerintah, atau organisasi non-profit, 

dapat diakses, terbuka, dipahami, dan diaudit oleh pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. Transparansi keuangan melibatkan penyajian informasi keuangan suatu 

instalasi yang akurat, jelas, rinci dan terbuka sesuai dengan standar pelaporan keuangan 

yang berlaku. 

Transparansi Keuangan tentunya memiliki tujuan sebagai berikut:  

a) Membangun Kepercayaan: Transparansi membuat investor, karyawan, serta 

masyarakat umum merasa yakin bahwa instalasi mengelola dana secara 

bertanggungjawab. 

b) Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan menyediakan informasi yang terbuka, akurat 

dan terperinci membuat instalasi dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan, sehingga lebih mudah bagi pihak eksternal maupun internal untuk 

memeriksa atau menilai kinerja laporan keuangan. 
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c) Mengurangi Korupsi dan Penyalahgunaan: Transparansi membantu 

meminimalkan risiko korupsi mulai dari penipuan, penyalahgunaan, atau 

penggelapan dana, karena segala transaksi yang terjadi dapat diaudit. 

d) Memenuhi Kewajiban Hukum dan Regulasi: Banyak negara dan sektor industri 

memiliki peraturan yang mengharuskan instalasi untuk melaporkan informasi 

keuangan mereka secara transparan dan terbuka. 

Manfaat Transparansi Keuangan : 

a) Meningkatkan Nilai suatu Instalasi: Laporan keuangan instalasi yang transparan 

cenderung lebih dipercaya oleh investor, yang dapat meningkatkan nilai saham 

dan keuntungan yang mereka dapat. 

b) Memperkuat Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Transparansi bisa 

membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal yakni pemegang saham, 

mitra bisnis, dan masyarakat. 

c) Mempermudah Akses ke Pembiayaan: Lembaga keuangan dan investor lebih 

cenderung mendukung organisasi yang transparan karena mengurangi risiko 

ketidakpastian. 

d) Memungkinkan Perencanaan dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data 

laporan keuangan yang jelas dan akurat dapatl membantu manajemenl dalam 

membuatl suatu keputusanl yang ltepat. 

UU 17/2003 menekankan bahwa transparansi adalah prinsip penting dalam 

pertanggungjawaban keuangan negara. Pemerintah harus terbuka dalam mengelola dan 

melaporkan keuanganl lnegara. Penyampaianl laporan keuanganl kepada publikl adalah 

bentukl transparansi danl lakuntabilitas. Untukl mendukung lini, ditetapkanl Standar 

Akuntansil Pemerintahanl (SAP) sesuail ldengan UUl 1/2004l tentang Perbendaharaan 

Negara.7  Transparansil keuangan merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi 

instalasi di era modern, baik untuk kepatuhan dalam hukum maupun untuk membangun 

instalasi dengan citra yang positif. 

2. Pencegahan kecurangan, artinya diperiksa agar mengetahui bahwa terjadi fraud atau 

tidak, sehingga proses audit berjalan disitu. Proses audit tersebut bisa mengidentifikasi 

serta mencegah terjadinya kecurangan. Dalam audit penting untuk menjaga integritas dan 

keandalan laporan keuangan.  

Tindak Audit yang harus dilaksanakan di dalam suatu instalasi adalah sebagai berikut: 

a) Audit Internal secara Berkala: Melakukan audit internal berkala secara rutin untuk 

menilai efektivitas serta memastikan tidak adanya kecurangan. 

b) Rotasi Auditor: Melakukan rotasi auditor eksternal untuk mengurangi risiko dari 

kolusi antara auditor dan pihak yang diaudit. 

c) Pengawasan oleh Komite Audit: Komite audit yang independen dapat memberikan 

pengawasan ketat dan mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. 

3. Ketika menyusun laporan keuangan, auditor memastikan lembaga mematuhi aturan di 

Indonesia, termasuk standar PSAK. Kepatuhan berarti tunduk pada perintah atau aturan. 

                                           
7 lSalle, lA. l2017. Maknal transparansi dalaml pengelolaan keuanganl ldaerah. Jurnall kajian ekonomil dan keuanganl ldaerah, l1(l1). 

l 
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Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 1995l tentangl "Peraturanl Pasar lModal" mengaturl 

bahwa perusahaanl publik dil Indonesia haruls tepat waktul dalam menyampaikanl 

laporan keuanganl ltahunan. Menurutl BAPEPAM danll lLK, setiapl perusahaan publikl 

harus mengirimkanl laporan tahunanl dengan laporanl keuangan auditorl independen 

palinlg lambat 90l hari setelahl tanggal laporanl keuangan ltahunan.8  Teori kepatuhan 

membantu individu atau kelompok untuk lebih mematuhi peraturan. Instalasi yang 

mengirimkan laporan keuangan tepat waktu melakukannya karena kewajiban dan juga 

manfaat besar bagi pengguna laporan keuangan atau investor. 

4. Pengurangan risiko, Menurutl Messier etl lal. (2l014), Risikol Audit adalahl risiko bahwal 

auditor akanl mengeluarkan laporanl wajar tanpal pengecualian padal laporan keuanganl 

yang mengandungl salah sajil lmaterial. Auditorl harus melakukanl audit untukl 

mengurangi risikol audit hinggal tingkat yangl cukup rendahl untuk memberikanl opini 

atasll laporan keuanganl secara lkeseluruhan. Menurutl lElder, etl lal. (l2012:270-274) adal 

empat risikol laudit, lyaitu : 

a) Risikol Deteksi yangl direncanakanl (PlannedlDetection Risk) 

Risikol deteksi yanlg direncanakan adalahl risiko bahwal bukti auditl tidak akanl 

menemukan salahll saji yangll melebihi batasll yang dapatll llditerima. Risiklol ini 

menentukanll jumlah buktil substantif yangl dikumpulkan olehl lauditor; semakinl 

kecil risikol yang ldirencanakan, semakinl banyak buktil yang harusl dikumpulkan 

auditolr untuk mencapail pengurangan risikol yang ldiinginkan. 

b) RisikolBawaan (InherentlRisk)  

Risikol bawaan mengukurl kemungkinan adanya salah sajil materiall (baikl karena 

kecuranganlatau kesalahan) dalamllsebuah bagianlaudit 

sebelumllmempertimbangkan efektivitasl pengendalian internalllklien. Jikal 

auditor menilail kemungkinan salahl saji tinggil tanpa mempertimbangkan 

pengendalian linternal, makal risiko bawaanldianggapltinggi. Pengendalianl 

internal diabaikanl saat menetapkanl risiko bawaaln karena dianggapl terpisah 

dari model risikolaudit sebagailrisikolpengendalian. 

c) RisikolPengendalianl(ControllRisk)  

Risikolpengendalian mengukur apakah auditor menilai pengendalian internal 

klienl mampu mencegahl atau mendeteksil salah sajilyang melebihil batas yang 

dapat diterima dengan tepatlwaktu. 

d) Risikol Audit yangl Dapat Diterima (Acceptablel Audit lRisk) 

Risiko audit yangldapat diterimalmengukur seberapalsiap auditorlmenerima 

kemungkinanl salah sajil dalam laporanl keuangan setelahl audit selesail dan opinil 

wajar tanpal pengecualian diterbitkan. Jika auditor memilihl risiko auditl yang 

lebihl lrendah, merekal ingin memastikanl tidak adal salah sajil ldalam laporanl 

keuangan. Risikol nol adalahl lkepastian, danl risiko 100l persen adalahl 

ketidakpastian lmutlak. Risikol audit terjadil jika auditorl tidak memodifikasil 

pendapatnya atasl laporan keuanganl yang mengandungl salah sajil material. 

                                           
8 lAnnisa, lD. l2018. Pengaruhl ukuran lperusahaan, jenisl opini lauditor, ukuranl KAP daln audit tenurel terhadap auditl ldelay. 

JABIl (Jurnall Akuntansi Berkelanjutanl lIndonesia), l1(l1), 1l08-121. 
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Risikol audit terdiril dari risikol lbawaan, risikol lpengendalian, danl risiko deteksil 

(lMulyadi, 2014). Audit membantu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan 

keuangan dan memberikan rekomendasi untuk penjualan, pemasukan kas, dan 

pengelolaan keuangan yang baik. 

5. Meningkatkan efisiensi, temuan auditor bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, 

misalnya jika biaya operasional terlalu tinggi lalu bagian keuangan atau manajer  

memanipulasi biaya, seperti biaya penyusutan mesin atau biaya penyusutan gedung / 

kendaraan, maka dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu 

diperlukannya audit di dalam kegiatan operasional tersebut untuk meminimalisir 

manipulasi dalam biaya suatu produksi barang.  

Anggraini (2008) menyatakan bahwa auditorl internal berperanl penting dalaml 

pengendalian internall dan kinerjal lperusahaan. Tugasl auditor internall mencakup evaluasi 

efektivitas sistem pengendalian internal yang disusun oleh manajemen. Pengendalian internal 

meliputi Audit Internal dan Pencegahan Fraud. Penyusunanl Standar Operasionall Prosedurl 

(lSOP) untukl setiap transaksil dan lkegiatan, sertal pengawasan pelaksanaannyal di semual lini 

lperusahaan, menjadil tanggung jawabl Tim Pengawasl Internal yangl menjalankan fungsil 

auditl internal. Fungsil inil mencakup pengawasan penerapan SOP, melakukan review, 

memberikan rekomendasi jika ada ketidaksesuaian, dan memantau pelaksanaannya. 

Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah fraud dengan memastikan setiap transaksi dan 

kegiatan sesuai SOP, dan semua pelaksana memahami tanggung jawab dan hak mereka. 9 

Dengan adanya tim audit maka kinerja suatu instalasi akan menjadi lebih baik. Dan membuat 

manajer serta karyawan bekerja sesuai dengan jobdesk. Ketika ada pengawas dari bagian internal 

dan eksternal tentunya akan meningkatkan kinerja manajer serta karyawannya. 

Audit adalah salah satu langkah untuk mencegah korupsi dalam suatu instalasi. Meskipun 

demikian, fraud masih bisa terjadi meskipun telah ada audit, dan lebih mungkin terjadi jika tidak 

ada audit sama sekali. Survei Fraud Indonesia (SFI) tahun 2019 menunjukkan bahwa 64,4% kasus 

fraud di Indonesia adalah korupsi.10 Seorang akuntan harus mampu melihat, menganalisis, dan 

menginformasikan kepada instalasi agar tidak terjadi fraud dalam kegiatan mereka dan 

menghasilkan lbukti. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menentukan 

apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 11  Audit sangat 

bergantung pada bukti yang ditemukan auditor dalam laporan keuangan yang diperiksa. Bukti 

audit harus cukup dan tepat. Kecukupan bukti mengukur jumlah bukti dalam audit untuk 

mencegah fraud. Audit adalah langkah pencegahan korupsi dengan mendeteksi kecurangan dan 

mendorong transparansi. Auditor memiliki peran penting dalam upaya anti-korupsi, termasuk 

dalam beberapa aspek berikut: 

a) Deteksi dan Pencegahan Kecurangan Auditor: bertugas untuk memeriksa dan 

menilai laporan keuangan serta sistem pengendalian internal. Dengan begitu, 

                                           
9 lAnggraini,  lF.  2l008. Analisisl  Pengaruh  Peranl  Auditor  Internall  terhadap  Peningkatanl Pengendalian  Internl ldan  Kinerjal  

lPerusahaan. lSkripsi.  UINl  Syarih  Hidayatullahl lJakarta: Ekonomi ldan lBisnis. 
10 lRinaldi, lR. lP., &l lSupriyono, lR. lA. l2020. Analisisl Peran Auditl Internal dalaml Pencegahan Korupslli l (Studil pada Inspektoratl 

Provinsi Jawal lTengah). lABIS: Accountingl and Businessl Information Systemsl lJournal, 10(l4). 
11 Aruml lArdianingsih, lS.E., lM.Acc., lAk.CA, Auditl Laporan lKeuangan, lPT. Bumil lAksara, lJakarta, l2018, lHlm l4l 
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auditor dapat mengidentifikasi tanda-tanda korupsi, seperti transaksi yang 

mencurigakan atau pencatatan yang tidak wajar. Kehadiran auditor juga dapat 

menjadi pencegah karena mereka meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, 

sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. 

b) Evaluasi Pengendalian Internal: Auditor mengevaluasi sistem pengendalian 

internal perusahaan atau organisasi. Pengendalian internal yang baik dapat 

mencegah terjadinya korupsi dengan memastikan adanya prosedur yang tepat 

untuk memonitor dan mengelola risiko, termasuk risiko korupsi. Auditor tentunya 

dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian tersebut. 

c) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Anti-Korupsi: Auditor memastikan 

bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi peraturan serta kebijakan anti-

korupsi yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun internasional. Mereka 

memeriksa apakah perusahaan telah mengikuti undang-undang anti-korupsi serta 

menerapkan kebijakan untuk mencegah korupsi di semua kegiatan operasional. 

d) Menyediakan Laporan untuk Investigasi: Jika auditor menemukan bukti adanya 

peluang korupsi, mereka harus melaporkan hal yang mereka temukan tersebut 

kepada pihak yang berwenang atau manajemen senior. Dalam beberapa kasus, 

laporan audit dapat digunakan sebagai bahan investigasi lebih lanjut oleh otoritas 

hukum untuk mengungkap tindakan korupsi. 

e) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Auditor memberikan laporan yang 

independen mengenai aliran keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap 

prosedur serta kebijakan yang ada. Laporan keuangan juga tentunya membantu 

memastikan transparansi operasional dan akuntabilitas terhadap pemangku 

kepentingan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya korupsi. Akuntanbilitas, 

jadi di setiap laporan keuangan suatu instalasi, harus ada akuntanbilitasnya. Bagian 

manajer keuangan punya pertanggung jawaban atas semua dana atau uang yang 

keluar di perusahaan, karena jikalau tidak ada pertanggung jawaban, bagaimana 

nanti auditor akan memeriksa, pasti akan terjadi fraud yang sangat besar dan 

merugikan banyak pihak. 

 Contoh kasus: Terdakwal Len Ainil Binti Zenll lAmin, bersamal saksi Berryl lYudanto, 

lS.H., binl Bambang lSutejo, danl saksi Sarli Hastiati bintil Syari'i didugal menyalahgunakan 

lkewenangan, kesempatan, ataul sarana yangl mereka milikil karena jabatanl lmereka. Merekal 

diduga melakukanl penyimpangan uangl tunjangan kinerjal (Tlukin) lpegawail di Kejaksaanl 

Negeri Bandarl Lampung padal tahun 2021l hingga l2022, denganl total kerugianl sebesar 

Rp.4.124.352.470l (empatl lmiliar seratusl dua puluhl empat jutal tiga ratus lima puluhl dua ribul 

empat ratusl tujuh puluhl rlupiah). Uangl tersebut didugal digunakan untukl kepentingan 

pribadil atau orangl lain. Kasusl ini menunjukkanl pentingnya pengawasanl ketat terhadapl 

pengelolaan keuanganl lnegara. Penyimpanganl semacam inil tidak hanyal merugikan negaral 

dari segil finansial tetapil juga merusakl kepercayaan publikl terhadap institusil lpemerintah. 
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Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi guna 

mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi di masa depan.12 

 Terdakwa Wahid Maulana bin Juin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi. Ia dinyatakan turut serta atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan 

melawan hukum yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi secara 

berkelanjutan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian. Tindakannya ini diatur 

dan dikenai sanksi dalam Pasall2 ayat (l1) lJo. Pasal 18 lUndang-Undangl Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasanl Tindak Pidanal lKorupsi, yangl telah diubalh dengan lUndang-Undangl 

Nomor 20l Tahun l2001, sertal Pasal 55l ke-1 dan Pasall 64 ayat (l1) KUHP.13 

 Kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana mendapat hukuman lebih berat, 

termasuk kasus korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang terencana, dimulai sejak perencanaan 

dan penganggaran, dengan rekayasa administrasi dan keuangan yang didukung kebijakan atau 

peraturan agar terlihat legal. Korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri. 14  Dengan 

menjalankan fungsinya, auditor dapat membantu mendeteksi, mencegah, dan mengurangi 

praktik korupsi di organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Mereka berkontribusi dalam 

menciptakan lingkungan yang lebih etis dan transparan. Serta dengan adanya tim auditor ini 

bisa meningkatkan prosedur di dalam kegiatan instalasi agar tidak terjadinya kecurangan, 

korupsi, manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat jabatan yang tinggi. Audit 

manajemen tidak hanya mengaudit keuangan saja, tetapi mereka bisa mengaudit kinerja 

karyawan atau bisa dibilang audit internal, tetap ada prosedurnya yakni SOP untuk melakukan 

pemeriksaan, supaya tidak terjadinya kecurangan dari unsur manapun. Baik unsur keuangan 

maupun non keuangan. Dengan adanya audit akan menyadarkan seluruh elemen di dalam 

instalasi untuk tunduk pada aturan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           
12 Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. 2024. Pertanggungjawabanl Pidana Terhadapl Pelaku Tindakl Pidana Korupsil Dana 

Tunjanganl Kinerja Kejaksaanl Negeri Bandarl Llampung: Bambangl Hartono 1l Zainudin Hasanl 2 Wilsal Syahira L3. Perahul  

(Peneranganl Lhukum): Jurnall Ilmu Lhukum, L12(L1). 
13 Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan 

Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga 

Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). IBLAM Law Review, 1(3), 1-21. 
14 Lestari, S. C., & Hasan, Z. 2022. Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur. Muhammadiyah Law Review, 6(1), 28-37. 
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V. KESIMPULAN  

Korupsi berdampak negatif pada pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika proyek 

ekonomi dicemari oleh korupsi (seperti suap dalam rekrutmen, nepotisme, penggelapan, dan 

lainnya), pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Pencegahan korupsi oleh 

auditor dimulai dengan pemeriksaan laporan keuangan instalasi yang memiliki kegiatan 

operasional. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 mendefinisikan 

penipuan sebagai perbuatan yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau orang lain, termasuk 

penipuan, penyembunyian, atau penyelewengan dengan tujuan memperoleh keuntungan tidak 

sah. Peran audit internal semakin penting dan efektif dalam menilai risiko dan pengendalian 

internal, serta mencegah dan mendeteksi korupsi. Dengan pengelolaan audit internal yang baik, 

kompetensi dan independensi auditor yang terjaga, serta dukungan sumber daya yang tepat, 

peluang terjadinya korupsi bisa menurun. 
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